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MOTTO :

“Allah memerintabkan berbuat adil melakukan kebaikan, dan dermawar
terhadap kerabat. la melarang perbuatan kefi, kemangkaran, dan penindasan.

la mengingatkan kamu supaya mengambil pelafaran”
(QS. An-Nahl: 90)

Kupersembahkan untuk ;

» Kedua orangtuaku yang senantiasa
mendo’akan dan mengharapkan
keberhasilanku

» Saudara-saudaraku serta seluruh
keluargaku

» Sahabat-sahabat terbaikku

» Almamaterku.
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Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA
DALAM PELANGGARAN LABEL PANGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penulis, Pembimbing,
Maredon Danu Saputra Mulyadi Tanzili, SH., MH.
ABSTRAK

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Kiriteria pelanggaran label pangan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam pelanggaran label pangan
menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip
hukum, terutama yang bersangkutan dengan Tanggung jawab perdata pelaku
usaha dalam pelanggaran label pangan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka jenis penelitiannya adalah
penelitian hukum-hormatif yang bersifat deskriptif menggambarkan dan tidak
bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan
dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka
teoritis dan konsepsional dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti :

a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan
perundang-undangan yang relevan
b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-
teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode
analisis isi ( content analisys ) terhadap data tekstular unmtuk selanjutnya
dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkut paut
dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Kiriteria pelanggaran label pangan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :
a. pemakaian pernyataan yang jelas-jelas salah (false statement), seperti
menyebutkan diri terbaik tanpa indicator yang jelas, dan
b. pernyataan yang menyesatkan (mislead), misalnya menyebutkan adanya
khasiat tertentu padahal tidak.
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2. Tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam pelanggaran label pangan
menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, yaitu memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa
yang dihasilkan atau diperdagangkan dan dapat berupa pengembalian uang
atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,
atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia sebagai makhluk hidup pada suatu waktu, dalam posisi
tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan
apapun selalu memerlukan makanan dan minuman untuk melangsungkan
hidupnya, disamping pakaian dan perumahan manusia juga memerlukan jasa
yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian terhadap pelaksanaan
Pembangunan Nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk
mewujudkan yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun
spirituil.

Berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alenia
keempat menyebutkan bahwa : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarakan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Dari kalimat tersebut dapat kita artikan bahwa termasuk didalamnya
perlindungan konsumen. Kebutuhan akan barang dan jasa dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara senantiasa berkembang dinamis sejalan dengan
perkembangan pembangunan bangsa disegala bidang sesuai dengan tahapan

Pembangunan Nasional, kini kita melihat dan merasakan kemajuan yang cukup



besar dibidang teknologi, industri, dan perdaganagan. Sementara dibalik itu
kedudukan konsumen masih sangat lemah, pembangunan yang kita lakukan
akan membawa dampak negatif yang semakin konflek yang memerlukan
penanganan serius khususnya masalah perlindungan konsumen.

Ditengah kondisi persaingan disetor barang dan jasa yang semakin
meningkat memang mendapat sorotan yang sangat luas dalam masyarakat,
karena dinegara kita akhir-akhir ini memang mendapat sorotan yang luas dalam
masyarakat telah tergugah pandanagan tentang perlunya konsumen dilindungi
oleh hukum. Di negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Negara-negara
Eropa, sejak lama seiring sejalan dengan perkembangan industri dan jasa,
gerakan perlindungan konsumen memperoleh posisi yang sangat kuat dalam
masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa pentingnya didunia dewasa ini,
tanpa melihat kedudukan resmi dan status sosial seseorang seluruhnya anggota
masyarakat adalah konsumen barang dan jasa yang diberikan oleh pengusaha
(produsen).

Perbedaan utama antara perusahaan penghasil produk berupa barang
dengan perusahaan penghasil jasa adalah pada pemasaranya, dimana jasa lebih
dituntut memberikan kualitas yang optimal dari layanan konsumennya.
Ditengah kondisi persaingan disektor jasa yang semakin meningkat,
perusahaan hendaknya terus meningkatkan layanan konsumennya.

Menurut Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani pelayanan konsumen yang
dimaksud meliputi berbagai aktivitas diseluruh area bisnis yang berusaha

mengkombinasikan mulai dari :



1. Pemesanan.
2. Pemprosesan.

3. Memberian hasil jasa melalui komunikasi untuk mempererat kerja

sama dengan konsumen."

Pelayanan konsumen bukan sekedar maksud melayanai namun
merupakan upaya untuk membangun suatu kerja sama jangka panjang dengan
prinsip saling menguntungkan. Proses ini sudah dimulai sejak sebelum terjadi
transaksi. Pelayanan konsumen yang baik adalah bagaimana mengerti
keinginan konsumen dan senantiasa memberikan nilai tambah dimata
konsumen.

Perkembangan dunia usaha dan perdagangan jelas merupakan
pendorong bagi berkembang perekonomian suatu negara. Untuk mencapai
tingkat kemajuan ekonomi nasional ini, biasanya berbagai kebutuhan serta
fasilitas diberikan oleh pemerintah untuk merangsang hidup bisnis dan
perdagangan diberbagai sektor pemenuhan kebutuhan manusia akan barang
dan jasa.

Sebagai pemakai barang dan jasa tersebut, kita semua berkepentingan
akan perlindungannya sehubungan dengan kualitas barang dan jasa yang
diberikan produsen kepada masyarakat tanpa memahami mutu hasil produk
yang diedarkan. Kualitas yang tidak memenuhi syarat atau kualitas buruk
barang dan jasa dihasilkan oleh para produsen atau yang diedarkan oleh para

perantara dibidang perdagaangan, demikian pula mutu jasa yang diberikan

") Ramabat Lupiyoadi, A. Hamdani, 2006, Manajemen Pemasaran Jasa Edisi 2,
Salemba Empat, Jakarta, him. 139.



secara kurang bertanggung jawab atau mutu jasa yang rendah dapat
menimbulkan kerugian bagi pihak pemakai barang dan jasa.

Bahkan ada kalanya kualitas rendah tidak dipenuhinya persyaratan
barang dan jasa dapat berakibat fatal bagi para pemakai barang dan jasa
tersebut yang pada umumnya awam terhadap kwalitas serta akibat yang timbul
baik segera setelah penggunaan maupun jangka panjang, hal ini disebabkan
oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (perusahaan
penghasil barang dan jasa) dengan konsumen merupakan hubungan yang saling
terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena
keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang
cukup tinggi antara yang satu deiigan yang lain. Produsen sangat membutuhkan
dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa
dukungan konsumen tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan
usahanya. Sebaliknya konsumen kebutuhannya sangat tergantung dari hasil
produksi produsen.

Philip Kotler mengemukakan bahwa : “Perusahan yang cerdas akan
menciptakan tingakat kepuasan karyawan yang cukup tinggi sehingga
mendorong kayawan untuk kerja keras, hasilnya adalah kualitas produk
dan pelayanan yang tinggi pada akhirnya menciptakan kepuasan
pelanggan yang tertinggi. Kepuasan pelanggan akan menyebabkan
kepuasan ulang dan dengan demikian menciptakan pertumbuhan dan laba
(keuntungan) yang lebih tinggi bt

Dengan adanya hubungan saling ketergantungan antara produsen dan

konsumen disektor barang dan jasa dapat menjadi masukan bagi perkembangan

2 Philip Kotler, 2002, Managemen Pemasaran, Prenhallindo, Jakarta, him. 48.



perekonomian di negara Indonesia, terutama untuk kesejahteraan masyarakat di
harapkan menjadi bertambah besar, serta dunia usaha dan perdagangan dapat
berkembang dan tingkat taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Namun acapkali kita dihadapkan dengan kenyataan, bahwa kegiatan
perluasan dan pemantapan pemasaran suatu usaha karena didorong oleh
keinginan mendapatkan jumlah konsumen yang sebesar-besarnya, serta untuk
memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, menimbulkan persaingan
usaha yang tidak sehat tanpa memperhatikan akibat yang dapat merugikan
pihak konsumen. Karena itu disebabkan oleh konsumen dan produsen saling
ketergantungan karena kebutuhan tersebut dapat menciptakan suatu hubungan
yang terus menerus dan berkesinambungan sepanjang masa, sesuai dengan
tingkat ketergantungan yang akan dicapai.

Pada dewasa ini telah ada usaha di berbagai bidang untuk memberikan
perlindungan kepada para konsumen mendapat cukup perhatian karena
menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan
masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan masing-masing
atas hak dan kewajibanya.

Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol sehingga
terciptanya sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain,
dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas akan tercipta,
maka konsumen dan produsen saling ketergantungan untuk menciptakan suatu
hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan sepanjang masa dan

tidak terputus-putus sesuai dengan tingkat ketergantungan akan dapat tercapai.



Hubungan produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak
proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran. Sampai pada tahap
hubungan penyaluran atau distribusi tersebut menghasilkan suatu hubungan
yang bersifat massal. Karena sifatnya yang massal tersebut maka peran negara
sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi kebutuhan konsumen dalam
pengaturan hukum yang memuat kaidah umum yang dapat dilakukan terhadap
seluruh aspek perlindungan konsumen.

Menurut pendapat Moslaw tentang kebutuhan yaitu : “Kuatnya suatu
kebutuhan tergantung pada situasi yang sedang berjalan dengan pengalaman
individu itu baik dari pihak produsen dan konsumen.””

Mengenai kepentingan dan perlindungan konsumen ini sudah
diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluari Negara (GBHN), mengarahkan
pada kebijakan disektor ekonomi dan sektor perdagangan, yang
mengamanatkan bahwa pembangunan perdagangan ditujukan untuk
meningkatkan pendapatan produsen sekaligus menjamin kepentinagn
konsumen. Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam Repelita
VI yang semakin tertibnya usaha niaga agar terciptanya iklan usaha dan
kepastian berusaha yang semakin mantap, serta terlindungnya kepentingan
konsumen dan perwujudan tertib usaha dibidang perdagangan melalui
perlindungan konsumen.

Dari uraian diatas, nampak pemerintah telah menetapkan bahwa

perlindungan konsumen merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Kunci

) Maslow, 2003, didalam James A.F.Stoner, Manajemen Edisi Ketiga, Intermedia,
Jakarta, hlm. 13.



pokok tehadap masalah perlindungan konsumen adalah bahwa konsumen dan
produsen (pengerak produk atau pengusaha) saling membutuhkan. Sebab dari
hasil produksi produsen tidak ada artinya kalau tidak ada yang
mengkonsumsikannya, dan produk yang dikonsumsi secara aman dan
memuaskan pada giliranya akan merupakan promosi gratis bagi perusahaan.

Dalam mencapai tujuan inilah peranan hukum sangat penting dalam
usaha perlindungan konsumen. Pembangunan dan perkembangan
perekonomian umum dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan
nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat
dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung
oleh kemajuan telekomunikasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi
barang dan jasa yang ditawarkan melintasi batas-batas wilayah suatu negara
sehingga barang dan jasa tetapi hal tersebut selalu menimbulkan adanya
persaingan yang menang dan yang kalah di sebabkan adanya berbagai variasi
baik produksi luar negeri maupun dalam negeri.

Kondisi ini disatu pihak bermanfaat bagi konsumen karena semakin
terbukanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa
yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin lebar kebebasan untuk memilih
aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan
kemampuan konsumen. Akan tetapi disisi lain kondisi dan fenomena tersebut
di atas mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak

seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.



Dengan adanya upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai
terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan
mendesak untuk sengaja dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat
sedemikan kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan
konsumen, terlebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.
Kondisi ini menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang
sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta
penerapan standar yang baik bagi konsumen.

Dengan perjungan yang cukup panjang dan ketidak berdayaan
konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan
kepentingan masyarakat. Pada umumnya masyarakat berlindung dibalik
perjanjian baku yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku
usaha dan konsumen) ataupun melalui berbagai informasi yang diberikan
pelaku usaha kepada konsumen, maka salah satu hal yang menonjol yaitu
dalam rangka mencegah terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan maka
alternative buat perlindungan konsumen di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji
dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan Tanggung jawab perdata
pelaku usaha dalam pelanggaran label pangan, untuk maksud tersebut
selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : TANGGUNG
JAWAB PERDATA PELAKU USAHA DALAM PELANGGARAN LABEL
PANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.



B. Permasalahan
Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah kriteria pelanggaran label pangan menurut Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam pelanggaran
label pangan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan
dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan
dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan Kriteria pelanggaran label
pangan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan
pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kriteria pelanggaran label pangan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam pelanggaran label pangan
menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen
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D. Metode Penelitian

"
OCldlas UClhifdi lujucn Jaig Uwlidansdd IICHCIUSUT Prilsip=plillsips

hukum, terutama yang bersangkutan dengan Tanggung jawab perdata pelaku
usaha dalam pelanggaran label pangan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka jenis penelitiannya adalah
penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif menggambarkan dan tidak
bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan
dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka
teoritis dan konsepsional dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti :

a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan
perundang-undangan yang relevari

b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-
teori, pendapat para ahli dan sebagainya ).fang ada relevansinya

c. bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan
hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, eksiklopedia dan
lainnya.

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode

analisis isi ( content analisys ) terthadap data tekstular unmtuk selanjutnya

dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :
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D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip
hukum, terutama yang bersangkutan dengan Tanggung jawab perdata pelaku
usaha dalam pelanggaran label pangan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka jenis penelitiannya adalah
penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif menggambarkan dan tidak
bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan
dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka
teoritis dan konsepsional dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti :

a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan
perundang-undangan yang relevan

b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-
teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya

c. bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan
hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, eksiklopedia dan
lainnya.

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode

analisis isi ( content analisys ) terhadap da@r\mmk selanjutnya
1 /"

dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :
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Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta
Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang
erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Konsemen dan
Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Konsemen dan Pelaku Usaha, Perlindungan
Konsemen, Pengertian Label Pangan

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kriteria
pelanggaran label pangan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dan Tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam
pelanggaran label pangan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Peilindungan Konsumen

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.



BAB 1l

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau
consument / konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument
itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Secara harafiah arti kata
consumer adalah (lawan dari produser) setiap orang yang menggunakan barang
dengan tujuan sebagai pengguna barang atau jasa. Begitu pula Kamus Bahasa
Inggris Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau
konsumen.” Perilaku konsumen dalam permintaan dan kebutuhnnya terhadap
suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya.

Ristianti Prasetijo dan John J.O.I lhalauw mengemukakan konsep
perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannaya memerlukan beberapa
tahap yaitu:

1. Tahap perolehan (acquisition): mencari dan membeli.

2. Tahap konsumsi (consumption): menggunakan dan mengevaluasi.

3. Tahap tindakan pasca beli (disposition): apa yang dilakukan oleh

konsumen setelah produk itu digunakan atau dikonsumsi.”

Maka konsumen berusaha mengalokasikan penghasilannya yang

terbatas jumlahnya untuk membeli barang atau jasa yang tersedia dipasar

® Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika,
Jakarta, hlm. 22.

%) Ristiyanti Prasetijo, John J.O.I Ihalauw, 2005, Perilaku Konsumen, Penerbit Andi,
Yogyakarta, hlm. 9.
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sebegitu rupa sehingga tingkat kepuasannya yang diperoleh maksimal.
Konsumen dalam dunia perdagangan erat hubungannya dengan kegiatan
perekonomian. Kehidupan konsumen dapat diartikan erat sekali kaitannya
dengan masalah kebutuhan dan kepuasan dalam membelanjakan
pendapatannya, oleh karena itu setiap konsumen (rumah tangga) haruslah
menetapkan permintaanya untuk setiap barang dan jasa yang tersedia dipasar.
Penjumlahan dari seluruh barang yang diminta oleh masyarakat untuk
menunjukkan permintaan pada pasar dan menggambarkannya bagaimana
masyarakat menghendaki cara mengatur faktor produksi.

Mengenai permintaan, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi
permintaan yaitu :

1. Harga dari komoditas.

2. Pendapatan konsumen.

3. harga dari barang-barang yang berhubungan.

4. Selera konsumen.”

Di Indonesia telah banyak diselenggarakan studi, baik yang bersifat
akademis yang bertujuan untuk mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu
peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Dalam
naskah-naskah akademis dan berbagai naskah pembahasan rancangan
peraturan perundang-undangan, telah cukup banyak dibahas dan dibicarakan

tentang berbagai peristilahan yang termasuk dalam lingkup perlindungan

® Dominick Salvatore, 2005 , Ekonomi Manajerial, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 93.
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konsumen. Dari naskah-naskah akademis itu yang patut mendapat perhatian,
antar lain:

a. Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman
(BPHN), menyusun batasan tentang konsumen akhir, yaitu pemakai
akhir dari barang yang digunakan untuk keperluan dari diri sendiri
atau orang lain, dan tidak untuk diperjual belikan.

b. Batasan konsumen dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia :
pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk
diperdagangkan kembali.

c. Sedang dalam naskah akademis yang dipersiapkan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia (FH-UI) bekerja sama dengan Departemen
Perdagangan RI, berbunyi :

“ Konsumen adalah setiap orang dan atau keluarga yang mendapatkan
barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.”

Sebelum diberlakukannya atau dikeluarkannya Undang-undang tentang
Perlindungan Konsumen. Ada beberapa batasan yang dipergunakan sebagai
batasan konsumen, antara lain yakni:

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapat barang atau jasa

digunakan untuk tujuan tertentu.

b. Konsumen antara (derived/in termediate consumen) adalah setiap
orang yang mendapatkan barang dan jasa untuk digunakan dengan

jumlah membuat barang / jasa lain atau untuk diperdagangkan
(tujuan komersial).

") Celina Tri Kristiyanti, Op. Cit. him. 23.
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c. Konsumen akhir (end consumer) adalah setiap orang alami yang
mendapat dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan
memenuhi kebutuhan hidup peribadi, keluarga dan atau rumah
tangga atau dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non
komersil).?

d.

Konsumen antara (deriven/in termediate consumen), barang atau jasa
adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau
komponen dari produk lain yang akan di produksi oleh produsen. Sedangkan
bagi konsumen akhir (end consumer), barang dan jasa itu adalah barang atau
jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga
atau rumah tangga (produk konsumen). Barang dan jasa umumnya diperoleh
dari pasar-pasar konsumen, dan dari barang atau jasa yang umumnya
digunakan di dalam rumah tangga masyarakat.

Berdasarkan kedua simber tersebut terlihat adanya batasan terhadap
unsur-unsur definisi konsumen, yang terkandung dalam Undang-undang No. 8
Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, terdapat dalam Pasal 1 ayat (2)
menjelaskan sebagai berikut :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang
lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Unsur-unsur dari definisi konsumen tersebut adalah :

a. Setiap orang (subjek) yang berstatus sebagai pemakai barang dan

jasa, istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah
hanya orang individual atau termasuk juga badan hukum.

b. Pemakai sesuai dalam pasal 1 ayat (2) UUPK, kata “pemakai”
menekankan bahwa konsumen adalah konsumen akhir diartikan

® Celina Tri Kristiyanti, /bid., hlm. 25.
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pemakai barang dan jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari
transaksi jual beli.

c. Barang atau jasa, suatu produk yang mengacu pada pengertian
barang karena sudah terbentuk barang dan jasa.

d. Yang terjadi dalam masyarakat maksudnya setiap barang dan jasa
yang ditawarkan kepada masyarakat harus sudah tersedia dipasar
untuk dibutuhkan oleh masyarakat.

¢. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, mahluk hidup
lainnya. Pengertian kepentingan tersebut tidak sekedar ditujukan
untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, bahkan hewan
dan tumbuhan.

f. Barang dan jasa tidak untuk diperdagangkan, berarti hanya
konsumen akhir karena batasan itu sudah biasa dipakai dalam
peraturan perlindungan konsumen baik untuk mempersempit ruang
lingkup konsumen walaupun dalam kenyataannya sulit menetapkan
batasan-batasan seperti itu.”

g.

Menurut penjelasan Undang-undang itu, pengertian atau batasan yang

dimaksud adalah konsumen akhir yaitu sebagai pengguna atau pemanfaat akhir
dari suatu produk. Batasan mengenai konsumen akhir ini terdiri dari mereka
yang menggunakan produk akhir untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup
mereka, keluarganya dan untuk tujuan komersial lainnya, karena konsumen
tidak sekedar pembeli tetapi semua orang yang mengonsumsi barang dan jasa,
termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.
Batasan ini sesuai dengan batasan konsumen yang dikemukakan oleh
Az Nasutioan menyatakan bahwa:
“Unsur untuk membuat barang atau jasa untuk diperdagangkan kembali
untuk membedakan konsumen antara (produk kapital) yang penggunanya bagi
konsumen adalah untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangga. Unsur ini

pada dasarnya merupakan beda kepentingan masing-masing konsumen yang

9 Celina Tri Kristiyanti, /bid., hlm. 27.
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penggunaan suatu produk untuk keperluan atau tujuan tertentu yang menjadi
tolak ukur dalam menetukan perlindungan yang diperlukan.”

Selanjutnya untuk mempertegas makna dari barang dan jasa yang
dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 8
Tahun 1999 sebagai berikut :

Ayat (4) : “ Barang adalah baik berwujud maupun tidak berwujud
bergerak dan maupun tidak bergerak, dapat dihasilkan maupun tidak dapat
dihasilkan, yang dapat diperdagangkan, dipakai dipergunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen”

Ayat (5) : “Jasa adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau
prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.

Dengan adanya batasan serta pengertian yang baku dari Undang-
undang tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau penafsiran dalam
melaksanakan perlindungan konsumen.

B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
Apabila kita berbicara masalah konsumen tidak ada habis-habisnya
dan menjadi sorotan yang sangat luas dalam masyarakat. Keinginan konsumen
untuk memperoleh kebutuhan hidupnya sehari-hari baik kebutuhan barang atau
jasa. Dalam memperoleh kedua jenis kebutuhan tersebut sering kali konsumen
mendapat kendala yang cukup besar, hal itu dilihat pada saat konsumen

melakukan transaksi jual beli kepada pelaku usaha, kualitas barang dan jasa

yang kurang terjamin bahkan keamanan dan keselamatan para konsumen pada

' Celina Tri Siwi Kristiyanti, /bid., him. 25.
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saat menggunakan barang atau jasa yang ia peroleh dari pelaku usaha. Oleh
sebab itu dalam Pasal 2 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen :

Pasal 2 :* Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,

keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.”

Memperhatikan secara substansi Pasal 2 Undang-undang perlindungan

demikian pula menjelaskan, nampak bahwa perumusannya mengacu pada
filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya yang berlandaskan pada filsafah negara Republik Indonesia.

Pada konsumen diselenggarakan berbagai usaha bersama berdasarkan 5

(lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala
upaya dalam menyelenggarakan perlidungan konsumen harus
memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan
pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksud untuk memberi keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti

materiil dan spiritual.
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4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk
memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen
dalam menggunakan, memakai, dan pemanfaatan barang dan jasa
yang dikonsumsi dan digunakan.

5. Asas kepastian hukum yang dimaksudkan agar pelaku usaha maupun
konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin
kepastian hukum.

Asas tersebut telah menjelaskan bahwa konsumen dan pelaku usaha
harus saling ketergantungan, dalam hal ini ketergantungan dapat diartikan
bahwa konsumen dan pelaku usah harus mengikuti asas-asas yang berlaku bila
konsumen menghendaki sebuah produk, maka pelaku usaha memenuhi semua
kebutuhan yang konsumen kehendaki. Dari setiap produk yang diperoleh dari
pelaku usaha (produsen) haruslah memiliki ketentuan atau aturan yang
tercantum pada sebuah produk baik barang atau jasa. Misalnya, sebuah produk
memiliki sertifikasi “halal” yang dijalankan oleh Lembaga Pengkajian Pangan,
obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI).

Sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 mengenai
pengawasan yang dinyatakan dalam Pasal 30 ayat 3 yaitu : Ayat 3
:“Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasar.”

Konsumen yang berpengalaman akan dituntut pendapatnya oleh calon

konsumen karena lebih mudah untuk mengidentifikasi dan lebih tertarik untuk
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mnggunakan produk tersebut. Kiat-kiat untuk mempengaruhi konsumen
dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. Memberikan pernyataan tentang fakta performasi produk.

2. Memberikan persetujuan/keyakinan bahwa produk adalah solusi

yang tepat.

3. Berperan sebagai juru bicara perusahaan. '”

Telah dijelaskan pada Pasal 2 UUPK No. 8 Tahun 1999 menjelaskan
bagi pelaku usaha dan konsumen baik pengguna atau memproduksi baik
barang atau jasa memiliki asas manfaat yang bertujuan untuk memberikan
perlindungan bagi konsumen agar terciptanya suatu asas keadilan yang
diberikan oleh pelaku usaha (produsen) kepada konsumen, hal tersebut
berkaitan dengan hak konsumen untuk memilih atau menentukan haknya
terhadap sebuah produk, agar terciptanya suatu keseimbangan antara
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah bersama-sama memberikan solusi
(jalan keluar) bagi perlindungan konsumen dengan adanya solusi tersebut maka
terciptanya keamanan dan keselamatan bagi konsumen sebagai pengguna
produk baik barang atau jasa.

Kemudian asas kepastian hukum yang terpenting dan menjadi patokan
bagi perlindungan konsumen, agar setiap pelaku baik itu pihak konsumen,
pelaku usaha dan semua pihak yang terlibat didalamnya mentaati semua asas

yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, karena posisi konsumen yang

') Ristiyanti Prasetijo, John J.O.I Thalauw, Op. Cit., hlm. 159.
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sangat lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Bila asas telah dijalankan

dengan baik maka terciptalah semua tujuan bagi perlindungan konsumen.

Mengenai tujuan yang berkenaan dengan perlindungan konsumen

dalam Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen yaitu :

Pasal 3 :

a.

Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen

untuk melindungi diri.

. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari akses negatife pemakai barang dan/atau

jasa.

. Meningkatkan memberdayaan konsumen dalam < memilih,

menentukan, dan hak-haknya bagi konsumen.

. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapat informasi.

. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan
bertanggung jawab dalam usaha.
Meningkatkan kualitas barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, dan

keselamatan konsumen.

Mengenai tujuan yang berkenaan dengan perlindungan konsumen

memiliki bagian hukum konsumen yang lebih luas, misalnya bahwa hukum
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konsumen memuat asas-asas yang bersifat mengatur, dan mengandung sifat
yang melindungi kepentingan konsumen. Asas-asas hukum yang mengatur
hubungan dan masalah antar berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan
barang dan/atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.

Maka dari itu dengan keterlibatan pemerintah harus seimbang dengan
asas-asas yang mengatur tentang perlindungan konsumen, agar konsumen dan
pelaku usaha (produsen) adanya keseimbangan kepentingan masing-masing
pihak dalam memilih/menginginkan setiap produk tanpa ada batasan dari
pihak-pihak lain. Mengingat hal ini dilihat sangat penting baik secara material
maupun formal dan lajunya ilmu pengetahuan yang merupakan motor
penggerak bagi produktivitas dan efisiensi pelaku usaha (produsen) atas barang

| ”'i'dan jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam
rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung atau

tidak langsung konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.

C. Hak dan Kewajiban Konsumen
Hak dan kewajiban merupakan salah satu pengertian dasar yang
menjadi ciri dalam sistem hukum. Mendapatkan perlindungan bukan sekedar
fisik, melainkan terlebih lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata
lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan
konsumen yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Hak adalah suatu
kebolehan untuk melakukan sesuatu (tidak melakukannya) dari sudut isinya

hukum dapat berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan dengan kata lain hak
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adalah kebolehan. Jadi, hak sebenarnya merupakan wewenang yang diberikan
oleh hukum kepada subjek hukum. Dan yang dimaksud dengan kewajiban
adalah merupakan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada subjek hukum
dan yang paling utama adalah kewajiban untuk tidak menyalahgunakan
haknya.

Secara umum dikenal ada 4 hak dasar konsumen yang diberikan berupa
definisi tentang hak dasar konsumen :

1. Hak untuk mendapat keamanan.

2. Hak untuk mendapat informasi.

3. Hak untuk memilih.

4. Hak untuk didengar.'”

Pada dasarnya jika berbicara soal hak dan kewajiban maka kita harus
kembali kepada Undang-undang, Undang-undang ini dalam hukum perdata
selain dibentuk dalam Undang-undang (Lembaga Legislatif), juga dapat
dilahirkan dari perjanjian antara pihak-pihak yang berhubungan hukum satu
dengan yang lain. Baik perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak
maupun Undang-undang, keduanya itu membentuk hak dan kewajiban yang
harus dilaksanakan atau tidak yang tidak boleh dilaksanakan oleh satu pihak
dalam perikatan.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sangat sering

terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai “harga” dan “barang” dan

12 Subekti, 2008, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, him. 13.
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atau tanpa diikuti atau ditindak lanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis
yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan.

Pada ketentuan umum mengenai perjanjian yang diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata: Subekti menyatakan bahwa : “Hukum
perianjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
mengadakan perjanjian yang berisi apasaja, asalkan tidak melanggar ketertiban
dan kesusilaan.”"?

Suatu perjanjian memang tidak dihapuskan untuk dibuat secara tertulis,
kecuali suatu perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya
formalitas ataupun perbuatan (fisik) tertentu. Dalam ketentuan pasal 1320
KUHPerdatz secara tegas dinyatakan bahwa perjanjian adalah sah jika :

a. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak.

b. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum.

c. Memiliki objek perjanjian yang jelas.

d. Berdasarkan pada perjanjian satu klausa yang halal.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPer ditegaskan
lagi bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak
yang membuatnya sebagai undang-undang diantara mereka. Persetujuan
tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak dalam

perjanjian, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh

) Ibid hlm. 13.
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kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang dianggap cukup oleh undang-
undang.

Pendapat Subekti tentang syarat sah perjanjian yaitu : “Dalam hal ini
dibedakan antara syarat subjektif dengan sarat objektif, kalau sarat tersebut
tidak terpenuhi,perjanjian itu batal demi hukum”.'¥

Artinya, selama terjadi kesepakatan antara para pihak mengenai “harga”
yang harus dibayar oleh konsumen dan “barang dan atau jasa” yang wajib
untuk disediakan oleh pelaku usaha, maka perjanjian telah mengikat, baik
untuk konsumen maupun pelaku usaha kecuali terdapat suatu paksaan,
kekhilafan maupun penipuan atas diri konsumen. Kehilafan atau kekeliruan
terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa saja
yang diperjanjikan, karena tiap perbuatan melanggar hukum yang memabawa
kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang melakukan salahnya
memberikan ganti rugi, hal tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (6) UUPK Nomor
8 Tahun 1999.

Ayat (6) : “Jika kita kembali pada alasan pokok terjadinya hubungan
hukum perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu kebutuhan akan
barang dan jasa tentunya kita akan berhadapan bahwa konsumen dapat
“menikmati, menggunakan, pemanfaatan dan pemakaian” yang layak dari
barang dan jasa tersebut. Untuk dapat “menikmati, penggunaan, pemanfaatan

dan pemakaian” yang layak dari barang dan/atau jasa tersebut.

% Ibid., him. 20.
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Untuk mewujudkan harapan tersebut maka, perlu dipenuhinya beberapa

persyaratan minimal, antara lain :

a. Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun

produsen, jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung
jawab, tetapi juga perlindungan hak-haknya untuk melakukan

usahanya dengan jujur.

. Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang

memadai dan disertai dengan tanggung jawab.

. Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya.

. Mengubah sistem nilai dalam masyarakat kearah sikap tindak yang

mendukung pekiksanaan perlindungan konsumen.'”

Selain memperoleh hak, konsumen juga mempunyai kewajiban untuk :

a.

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan
dan keselamatan.

Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.

Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan hukum

konsumen.

%) Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit., him. 10.
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Hubungan hukum ini dapat menciptakan hak dan kewajiban masing-
masing pihak. Apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya
untuk memberi sesuatu atau tidak berbuat sasuai perjanjian tersebut maka dapat
terjadi perbuatan cidera janji (wanprestasi). Perbuatan ini memberikan hak
kepada pihak yang cidera janji untuk menggugat ganti rugi sesuai dengan yang
ditentukan dalam KUHPerdata.

D. Prinsip dan Tanggung Jawab Konsumen Serta Pelaku Usaha

Prinsip dan tanggung jawab konsumen serta pelau usaha menyangkut
pelanggaran atas hak konsumen. Sebelum adanya hak pertama-tama kedua
belah pihak antara konsumen dan pelaku usaha mengadakan kesepakatan atau
perjanjian berupa lisan mengenai “harga barang” suatu produk dari pelaku
usaha. Selanjutnya dalam perjanjian yang dibuat secara fisik yang terdapat
dalam ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian sah terjadi pada ketentuan
pasal 1320 KUHPerdata dan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditegaskan lagi
bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat sah adalah mengikat para pihak yang
membuatnya berupa undang-undang sebagai pedoman antara kedua belah
pihak.

Persetujuan juga tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah
satu pihak dalam perjanjian, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki
secara bersama oleh kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan yang dianggap

cukup oleh hukum yang bertanggung jawab.
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“Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-
hatian dalam menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab dapat
dibebankan kepada pihak-pihak terkait”.'®

Maka dari itu hukum konsumen yang erat kaitanya dengan undang-
undang keperdataan memberi batasan-batasan terhadap tanggung jawab yang
dibebankan oleh sipetanggung hak konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip
dan tanggung jawab dalam hukum dapat dibebankan sebagai berikut :

1. Kesalahan (liability based on fault).

2. Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of libility).

3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of

nonliability).

4. Tanggung jawab mutlak (strict liability).

5. Pembatas tanggung jawab (limitation of libility).

Dalam hukum perlindungan konsumen menyangkut adanya perbedaan
terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan yang terdapat dalam
pasal 1365,1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Dalam pasal
1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata perinsip yang menyatakan seseorang baru
dapat diminta pertanggungjawabanya secara hukum jika ada unsur kesalahan
yang dilakukannya.

Pasal 1365 :“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa
kerugaian pada seorang lain, mewajibakan orang yang karena salahnya

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

1) Celina Tri Siwi Kristiyanti, /bid., him. 59.
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Pasal 1366 :“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian
yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan
kelainan atau kurang kehati-hatinya”.

Pasal 1367 : “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian
yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang
disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau
disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya™.

Dari uraian diatas menjelaskan apabila pelanggaran hukum yang
berkaitan dengan hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha maka
diwajibkan untuk sipelaku usaha mengganti kerugian tersebut apabila
terjadinya cacat yang umumnya berada dibawah tingkat harapan konsumen,
karena cacat demikian rupa sehingga dapat membahayakan harta benda,
kesehatan tubuh atau jiwa konsumen. Suatu produk dapat dinyatakan cacat
(tidak dapat memenubhi tujuan pembuatannya) karena :

1. Cacat produk.

2. Cacat desain.

3. Cacat peringatan atau cacat instruksi.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menyatakan bahwa :

“Adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan

satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha, dalam hal ini berarti
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dasar tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami
konsumen”. '”

Kesalahan atau kelalaian dan merugikan orang lain merupakan unsur
terpenting yang bertentangan dengan hukum, kepatutan dan juga kesusilaan
dalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 angka (1)
tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, dijelaskan sebagai berikut : “Pelaku
usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran
dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan”.

Berdasarkan sistem hukum yang ada kedudukannya konsumen sangat
lemah dibanding produsen. Salah satu usaha untuk melindungi dan
meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip
tanggung jawab mutlak dalam hukum tentang tanggung jawab produsen.

Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan
pula para produsen menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk
yang dihasilkannya, sebab bila tidak selain akan merugikan konsumen juga
akan sangat besar resiko yang harus ditanggungnya. Para produsen akan lebih
berhati-hati dalam memproduksi sebelum dilempar ke pasaran sehingga para
konsumen, baik dalam maupun luar negeri tidak akan ragu-ragu lagi membeli

produk-produk Indonesia, karena perlindungan hukum terhadap konsumen

telah jelas dan dilindungi oleh aspek-aspek hukum perdata maupun publik.

") Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 126.
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D. Pengertian Label Pangan

Ketentuan hukum mengenai pelabelan tersebar dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan,
PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Permendag No.22/M-
DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang, UU
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No.
924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Kesehatan RI No, 82/Menkes/SK/1/1996 tentang

Pencantuman Tulisan “ Halal “ pada Label Makanan, Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa yang
telah dirubah dengan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/91. UU
No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai undang-undang
payung tidak mengatur secara spesifik mengenai pelabelan khususnya produk
pangan. Pengaturan secara lebih spesifiknya ada dalam PP No. 69 Tahun 1999.
Sebelum PP tersebut lahir, pengaturan pelabelan secara singkat ada dalam UU
No. 7 Tahun 1996 tentang pangan. Pasal 1 (3) dari PP No. 69 Tahun 1999
menentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah : setiap
keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi
keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam,
ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Pengertian yang
sama juga ada dalam ketentuan pasal 1 angka 15 UU No 7 Tahun 1996. Lebih

lanjut didalam pasal 2 PP No. 69 Tahun 1999 ditentukan bahwa :
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(1). Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas
ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan
label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan.

(2). Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak
mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang
mudah untuk dilihat dan dibaca.

Kemudian didalam pasal 3 dari PP No. 69 Tahun 1999 tersebut

ditentukan bahwa :

(1). Label sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan
mengenai pangan yang bersangkutan.

(2). Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :

a. nama produk;

b. daftar bahan yang digunakan;

c. berat bersih atau isi bersih;

d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan

ke dalam wilayah Indonesia.

e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Dari penjelasan pasal-pasal diatas, dapatlah dilihat bahwa label itu
berbeda dengan merek. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang NO. 15
Tahun 2001 tentang Merek, merek adalah suatu tanda yang berupa
gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.”

29 Rachmad Usman, 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan
Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48.
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Merek memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat
membedakan hasil perusahan yang satu dengan perusahaan yang lain.
Ditinjau dari fungsi, merek dapat berfungsi sebagai tanda pengenal untuk
membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa
orang secara bersama sama atau badan hukum dengan produksi
seseorang/beberapa orang atau badan hukum lain, sebagai alat promosi,
sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut
mereknya serta sebagai jaminan atas mutu barangnya.”’

Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam
masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif dari
pasar dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi. Dengan adanya
merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lain, diharapkan
akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan
dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan
kesetiaan terhadap suatu merek (brand loyalty). Kesetiaan konsumen terhadap
suatu merek atau brand yaitu dari pengenalan, pilihan dan kepatuhan pada
suatu merek.

Merek dapat dipahami lebih dalam pada tiga hal berikut ini : %

1. Contoh brand name (nama) : nintendo, aqua, bata, rinso, kfc, acer, windows,
toyota, zyrex, sugus, gery, bagus, mister baso, gucci, ¢59, dan lain
sebagainya.

2. Contoh mark (simbol) : gambar atau simbol sayap pada motor honda,
gambar jendela pada windows, gambar kereta kuda pada california fried

chicken (cfc), simbol orang tua berjenggot pada brand orang tua (ot) dan

1) Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 89
2 Ahmad Fauzan, 2006, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Yama

Widya, Bandung, him. 127.
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kentucky friend chicken (kfc), simbol bulatan hijau pada sony ericsson,
dan masih banyak contohcontoh lainnya yang dapat kita temui di
kehidupan sehari-hari.

3. Contoh trade character (karakter dagang) : ronald mcdonald pada restoran
mcdonalds, si domar pada indomaret, burung dan kucing pada produk
makanan gery, dan lain sebagainya.

Sehingga jelas, dalam hal ini label dan merek itu berbeda, merek
semata-mata lebih difungsikan sebagai tanda pengenal, pembeda, alat
promosi suatu produk, sedangkan label sebagai sumber informasi yang
lebih lengkap bagi konsumen karena didalamnya termuat representasi,

peringatan, maupun instruksi dari suatu produk. Informasi sebagai

pengertian merupakan stimuli yang secara konsisten menggerakkan
perilaku (behavior) antara si pengirim dan penerima informasi. >

Selanjutnya Vincent Gaspersz, mengatakan informasi adalah data yang
telah diolah menjadi suatu yang berguna bagi si penerima dan mempunyai nilai
yang nyata atau . yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang
sekarang dan keputusankeputusan yang akan datang.””

Pada dasarnya informasi adalah data yang penting yang memberikan
pengetahuan yang berguna. Apakah suatu informasi itu berguna atau tidak
tergantung kepada :

(1) Tuyjuan Si Penerima, Apabila informasi itu tujuannya untuk member
bantuan, maka informasi itu harus membantu si penerima dalam apa yang

ia usahakan untuk memperolehnya.

) Widyahartono, 2004, Industri Informasi dalam Dekade 80-an (Informatie Industrie
In de Jarem Tachtig D. Overkleeff), Alumni, Bandung, him.4

) Vincent Gaspersz,2006, Sistem Informasi Manajemen (Suatu Pengantar), Armico,
Bandung, hlm. 15
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(2) Ketelitian penyampaian dan pengolahan data, Dalam menyampaikan dan
mengolah data, inti pentingnya informasi harus dipertahankan. Jadi dengan
informasi orang akan memperoleh keterangan yang jelas mengenai sesuatu
hal.

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa merupakan
kebutuhan pokok, sebelum ia menggunakan sumber dananya (gaji, upah, honor
atau apa pun nama lainnya) untuk mengadakan transaksi konsumen tentang
barang/jasa tersebut. Dengan transaksi konsumen dimaksudkan diadakannya
hubungan hukum (jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan
sebagainya) tentang produk konsumen dengan pelaku usaha itu.

Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau
jasa yhfig dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk,
keamanannya, harga, tentang persyaratan dan/atau cara memperolehnya,
terutama jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya
pelayanan jas purna jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu. Menurut
sumbernya, informasi barang dan/atau jasa tersebut dapat dibedakan menjadi
tiga.

Pertama, informasi dari kalangan Pemerintah dapat diserap dari
berbagai penjelasan, siaran, keterangan, penyusun peraturan perundang-
undangan secara umum atau dalam rangka deregulasi, dan/atau tindakan
Pemerintah pada umumnya atau tentang sesuatu produk konsumen. Dari
sudut penyusunan peraturan perundang-undangan terlihat informasi itu
termuat sebagai suatu keharusan. Beberapa di antaranya, ditetapkan harus
dibuat, baik secara dicantumkan pada maupun dimuat di dalam wadah
atau pembungkusnya (antara lain label dari produk makanan dalam
kemasan sebagaimana diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label

dan lklan Pangan). Sedang untuk produk hasil industry lainnya, informasi
tentang produk itu terdapat dalam bentuk standar yang ditetapkan oleh
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Pemerintah, standar internasional, atau standar lain yang ditetapkan oleh
pihak yang berwenang.

Kedua, informasi dari konsumen atau organisasi konsumen tampak
pada pembicaraan dari mulut ke mulut tentang suatu produk konsumen,
surat-surat pembaca pada media massa, berbagai siaran kelompok
tertentu, tanggapan atau protes organisasi konsumen menyangkut sesuatu
produk konsumen. Siaran pers organisasi konsumen, seperti Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tentang hasil-hasil penelitian
dan/atau riset produk konsumen tertentu, dapat ditemukan pada harian-
harian umum, majalah dan/atau berita resmi YLKI, yaitu warta
konsumen.

Ketiga, informasi dari kalangan pelaku usaha (penyedia dana, produsen,
importir, atau lain-lain pihak yang berkepentingan), diketahui sumber-
sumber informasi itu umumnya terdiri dari berbagai bentuk iklan baik
melalui media nonelektronik atau elektronik, label termasuk pembuatan
berbagai selebaran, seperti brosur, pamflet, catalog, dan lain-lain sejenis
itu. Bahan-bahan informasi ini pada umumnya disediakan atau dibuat
oleh kalangan usaha dengan tujuan memperkenalkan produknya,
mempertahankan, dan/atau meningkatkan pangsa pasar produk yang
telah dan/atau ingin lebih lanjut diraih. Diantara berbagai informasi
tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen,
tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang
bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk iklan dan
label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi
pengusaha lainnya. >

Adapun label merupakan informasi yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999 tentang
Label dan lklan Pangan, Permendag No.22/M-DAG/PER/5/2010 tentang
Kewajiban Pencantuman Label pada Barang. Informasi dapat memberikan
dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih
produk serta meningkatkan kesetiaannya terhadap produk tertentu, sehingga
akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi

kebutuhannya.”®

) Celine Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit, him. 71.
%) Agnes M. Toar, 2003,, Tanggung Jawab Produk, Sejarah, dan Perkembangannya,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 55
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PEMBAHASAN

A. Kriteria pelanggaran label pangan menurut Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Informasi tentang pangan merupakan hal yang sangat penting bagi
manusia, karena selama manusia hidup tidak akan pernah lepas dari yang
namanya pangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pangan merupakan kebutuhan
manusia yang sangat mendasar karena sangat berpengaruh terhadap
keberlangsungan hidup manusia. Artinya pangan adalah kebutuhan mendasar
yang harus terpenuhi. Pangan yang cukup aman, bermutu, dan bergizi
merupakan prasyarat “utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan
insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber | daya manusia yang
berkualitas.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur terpenting dan
sekaligus tujuan utama pembangunan nasional karena sumber daya manusia
yang berkualitas merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan
nasional yang pada akhirnya ditentukan dengan tingkat konsumsi pangan /
makanan yang bergizi serta tidak mengandung zat-zat kimia yang
membahayakan kesehatan manusia serta terjaminnya ketersediaan pangan yang
memadai serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Agar pangan yang aman
tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan

yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang

37
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mengkonsumsi pangan tersebut, maka pangan yang beredar dimasyarakat harus
memenuhi persyaratan keamanan pangan. Peredaran pangan yang dikonsumsi
masyarakat pada dasarnya melalui mata rantai proses yang meliputi produksi,
penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba ditangan konsumen. Agar
mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi makanan
perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang
efektif dibidang keamanan , mutu dan gizi makanan.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 menyebutkan
bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan
air, baik yang diolah, diperuntukan sebagai makanan dan minuman yang
dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan makanan, bahan baku, dan
bahan lainnya dalam diproses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan
makanan, dan minuman. Lebih lanjut pasal 1 ayat 1 PP Nomor 69 Tahun 1999
tentang label dan iklan makanan menyebutkan bahwa Pangan adalah segala
sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak
diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi
manusia, termasuk bahan tambahan makanan, bahan baku makanan, dan bahan
lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan
makanan atau minuman.

Dalam hubungannya dengan masalah label, khususnya label pangan
maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap,

baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya
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mengenai pangan yang beredar di pasaran. Label itu ibarat jendela, konsumen
yang jeli bisa mengintip suatu produk dari labelnya.

Ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan
salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan
konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen
mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran
mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen
tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.
Diperlukan representasi yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu
penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya
misrepresentasi terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh
konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentation banyak
sekali disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk
tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat
informasi yang benar karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan
produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutupi.81
Informasi yang diperoleh konsumen melalui brosur tersebut dapat menjadi alat
bukti yang dipertimbangkan oleh hakim dalam gugatan konsumen terhadap
produsen. Bahkan tindakan produsen yang berupa penyampaian informasi
melalui. brosur-brosur secara tidak benar yang merugikan konsumen tersebut,
dikategorikan sebagai wanprestasi. Karena brosur dikategorikan sebagai
penawaran dan janji-janji yang bersifat perjanjian, sehingga isi brosur tersebut

dianggap diperjanjikan dalam ikatan jual beli meskipun tidak dinyatakan secara
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tegas. Pertimbangan hakim yang menggolongkan perbuatan produsen sebagai
wanprestasi diatas, dapat diartikan bahwa brosur yang dikeluarkan oleh
produsen merupakan bagian dari perjanjian, sehingga sebagai konsekuensinya,
yang dapat menuntut ganti kerugian hanya pihak yang terikat perjanjian dengan
pelaku usaha.

Pembebanan tanggung gugat/tanggung jawab terhadap produsen yang
merepresentasikan suatu produk secara tidak benar, baik dengan alasan
wanprestasi maupun dengan alasan perbuatan melanggar hukum, merupakan
suatu sarana yang dapat memberikan perlindungan kepada konsumen, karena
dengan adanya pertanggungjawaban/pertanggunggugatan tersebut dapat
menmbuat produsen lebih berhati-hati dalam merepresentasikan suatu produk
tertentu, sehinggakonsumen dapat memperoleh gambaran yang benar terhadap
suatu produk. Representasi ini lebih menuntut kehati-hatian bagi orang yang
mempunyai keahlian khusus, karena apabila orang yang mempunyai keahlian
khusus melakukan representasi kepada orang lain — berupa nasihat, informasi
atau opini- dengan maksud agar orang lain mengadakan kontrak dengannya,
maka dia berkewajiban untuk berhati-hati secara layak bahwa representasi itu
adalah benar, serta nasihat, informasi atau opini itu dapat dipercaya. Jika ia
tidak berhati-hati atau secara sembrono memberikan nasihat, informasi atau
opini yang keliru maka ia akan bertanggung gugat dalam memberikan ganti
kerugian.

Repsentasi suatu produk dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen diatur dalam Bab IV mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku
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usaha. Salah satu larangan yang berkaitan dengan representasi tersebut terlihat
dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) f dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang
Perlindungan. Disamping larangan diatas, masih banyak larangan bagi pelaku
usaha dalam menawarkan barangnya kepada konsumen, namun secara garis
besar, kesemuanya adalah mengenai kualitas/kondisi, harga, kegunaan,
jaminan atas barang tersebut, serta pemberian hadiah kepada pembeli.
Berdasarkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan representasi produk
dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka tidak dipenuhinya
ketentuan tersebut oleh produsen yang menyebabkan kerugian konsumen,
dapat dituntut berdasarkan perbuatan melanggar hukum, yang berarti bahwa
untuk menggugat pelaku usaha, konsumen tidak harus terikat perjanjian dengan
pelaku usaha yang digugat. Dengan demikian ketentuan dalam UUPK dapat
memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang tidak terikat
dengan pelaku usaha sebagaimana halnya ketentuan dalam Section 402 B Rest
2d of Tort.

Hal tersebut merupakan langkah maju dibanding dengan
menggolongkan misrepresentasi sebagai wanprestasi. Peringatan ini sama
pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk yang merupakan
informasi bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki fungsi yang
berbeda yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamin
efisiensi penggunaan produk, sedangkan peringatan dirancang untuk
menjamin keamanan penggunaan produk. Peringatan yang merupakan
bagian dari pemberian informasi kepada konsumen ini merupakan
pelengkap dari proses produksi. Peringatan yang diberikan kepada

konsumen ini memegang peranan penting dalam kaitan dengan
keamanan suatu produk.m

D Endang Sri Wahyuni, 2003, Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya Dengan
Perlindungan Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73.
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Dengan demikian pabrikan (produsen pembuat wajib menyampaikan
peringatan kepada konsumen). Hal ini berarti bahwa tugas produsen pembuat
tersebut tidak berakhir hanya dengan menempatkan menempatkan suatu
produk dalam sirkulasi. Produk yang dibawa ke pasar tanpa petunjuk cara
pemakaian dan peringatan atau petunjuk dan peringatan yang sangat
kurang/tidak memadai menyebabkan suatu produk dikategorikan sebagai
produk yang cacat instruksi. Hal ini berlaku bagi peringatan sederhana,
misalnya “ simpan di luar jangkauan anak-anak “ dan berlaku pula terhadap
peringatan mengenai efek samping setelah pemakaian suatu produk tertentu.
Peringatan demikian maupun petunjuk-petunjuk pemakaian harus disesuaikan
dengan sifat produk dan kelompok pemakai. Dalam kaitan dengan
penyampaian informasi tentang penggunaan produk kepada konsumen, maka
peringatan untuk obat-obatan selayaknya lebih lengkap dibanding dengan
informasi untuk produk lainnya. Begitu pula jika kelompok pemakai adalah
anak-anak, maka harus dicantumkan peringatan yang lebih jelas dan tegas.
Kelalaian menyampaikan peringatan terhadap konsumen dalam hal produk
yang bersangkutan memungkinkan timbulnya bahaya tertentu akan
menimbulkan tanggung gugat bagi produsen, karena walaupun secara fisik
produk tersebut tidak cacat, namun secara hukum produk tersebut
dikategorikan sebagai produk cacat instruksi, karena dapat membahayakan
konsumennya. Pembebanan tanggung gugat yang demikian hanya akan

dibebankan kepada produsen manakala produsen tersebut mempunyai
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pengetahuan atau dapat mempunyai pengetahuan tentang adanya
kecenderungan bahaya produk.

Permasalahan yang sering timbul adalah bahwa produsen telah
menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun
konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya, atau
dapat pula terjadi bahwa peringatan itu telah disampaikan tapi tidak jelas atau
tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya. Dalam kasus ER
Squibb & Sons Inc V Cox, pengadilan berpendapat bahwa konsumen tidak
dapat menuntut jika peringatannya sudah diberikan secara jelas dan tegas.
Namun jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk
mengkomunikasikan peringatan itu, yang menyebabkan konsumen tidak
membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti kerugian pada
konsumen yang telah dirugikan. Selain peringatan, instruksi yang ditujukan
untuk menjamin efisiensi penggunaan produk juga penting untuk mencegah
timbulnya kerugian bagi konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen
yang berupa instruksi atau petunjuk prosedur pemakaian suatu produk
merupakan kewajiban bagi produsen agar produknya tidak dianggap cacat
(karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai).

Sebaliknya, konsumen berkewajiban untuk membaca, atau mengikuti
petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau
jasa, demi keamanan dan keselamatan. Walaupun terdapat kewajiban bagi
konsumen untuk mengikuti instruksi penggunaan suatu produk, namun

instruksi tersebut tidak selamanya dipatuhi oleh konsumen, misalnya



penggunaan suatu produk (obat-obatan) oleh dokter atau berdasarkan etiket
produk tersebut telah diberikan instruksi bahwa pemakaiannya hanya dalam
dosis tertentu, misalnya satu tablet per hari, namun konsumen sendiri yang
tidak mematuhi instruksi tersebut. Kesalahan konsumen dalam penggunaan
produk, juga banyak terjadi pada penggunaan obat bebas (obat tanpa resep).
Walaupun obat bebas tersebut adalah obat yang dinyatakan oleh para
ahli aman dan manjur apabila digunakan sesuai petunjuk yang tertera pada
label beserta peringatannya, namun permasalahannya adalah mengobati diri
sendiri dengan menggunakan obat bebas sesungguhnya bukanlah aktivitas yang
mudah, sederhana dan selalu menguntungkan, karena tanpa dibekali dengan
pengetahuan yang memadai, tindakan tersebuut dapat menyebabkan terjadinya
ketidaktepatan penggunaan obat, yang bukannya menyembuhkan tetapi justru
memperparah penyakit, memperburuk kondisi tubuh atau menutupi gejala yang
sesungguhnya menjadi cirri utama penyakit yang lebih serius dan berbahaya.
Instruksi yang disampaikan kepada konsumen suatu produk memang paling
banyak berkaitan dengan produk obat-obatan, karena produk obat-obatanlah
yang akan lebih banyak menimbulkan kerugian manakala konsumen
melakukan kesalahan (ketidaksesuaian instruksi) dalam mengonsumsinya. Ini
bukan berarti bahwa produk lain tidak membutuhkan instruksi tentang cara
pemakaiannya, karena terhadap banyak produk lain, instruksi tersebut juga
dibutuhkan oleh konsumen, karena setiap produk yang memiliki kemungkinan
menimbulkan kerugian manakala terjadi penggunaan secara keliru seharusnya

memiliki instruksi tentang cara pemakaiannya.
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Hak untuk mendapatkan informasi adalah salah satu hak konsumen
yang paling mendasar. Melalui informasi yang benar dan lengkap inilah
konsumen kemudian menentukan/memilih produk untuk memenuhi
kebutuhannya. Karena itu, memberi informasi yang salah, menyesatkan
dan tidak jujur melalui label, adalah melanggar hak konsumen.
Melanggar hak orang lain berarti pula melakukan perbuatan melanggar
hukum.”®

Oleh sebab itu, memberi informasi yang benar mengenai produk berarti

membantu konsumen menentukan pilihannya secara benar dan bertanggung
jawab dalam memenuhi kebutuhannya. Ini berarti pula memberi kesempatan
kepada konsumen mempergunakan haknya yang lain, yaitu hak untuk memilih.
Hendaknya produsen tidak mengharapkan konsumen memilih produknya
karena konsumen khilaf atau sesat, tetapi benar-benar sebagai cerminan
keinginan dan kebutuhannya. Dengan demikian, ada pegangan bagi produsen
bahwa produknya benar-benar diminati dan dibutuhkan masyarakat, dan atas
dasar inilah produsen menyusun kebijakan/strategi pengembangan melalui
usahanya. Karenanya, member informasi yang benar (melalui label) adalah
kebutuhan bersama antara konsumen dan produsen karena akan memberi
keuntungan kepada produsen dan konsumen. Berkaitan dengan pentingnya
informasi ini, Durrel B. Lucas dan Steuart Henderson Britt menggambarkan
sebagai berikut :

If consumers are well informed and armed with honest data, they will

make choices that will end up maximizing their welfare, thereby promoting

allocative efficiency.””

* Ibid., him. 85.
) yusuf Sofie & Somi Awan, 2004, Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap
Berbagai Persoalan Mendasar BPSK, Piramedia, Jakarta, hlm. 59.
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Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai
informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai
mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini
dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen,
melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan label dalam kemasan
produk (barang). Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka
setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen, wajib
disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Sebagai contoh, iklan
yang secara ideal diartikan sebagai sarana pemberi informasi kepada
konsumen, seharusnya terbebas dari manipulasi data. Jika iklan memuat
informasi yang tidak benar, maka perbuatan itu memenuhi kriteria kejahatan
yang lazim disebut fraudulent misrepresentation. .

Bentuk kejahatan ini ditandai oleh :

a. pemakaian pernyataan yang jelas-jelas salah (false statement), seperti
menyebutkan diri terbaik tanpa indicator yang jelas, dan

b. pernyataan yang menyesatkan (mislead), misalnya menyebutkan adanya
khasiat tertentu padahal tidak.

Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan banyak
informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan saat sekitar 50 tahun lalu.
Alasannya, saat ini :

a. terdapat lebih banyak produk, merek, dan tentu saja penjualnya,

b. daya beli konsumen makin meningkat,
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c. lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum
banyak diketahui semua orang,

d. model-model produk lebih cepat berubah,

e. kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang
lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual.

Hak untuk mendapatkan informasi menurut Prof. Hans W. Micklitz,
seorang ahli hukum konsumen dari Jerman, dalam ceramah di Jakarta, 26-30
Oktober 1998 membedakan konsumen berdasarkan hak ini. Ia menyatakan,
sebelum kita melangkah lebih detail dalam perlindungan konsumen, terlebih
dulu harus ada persamaan persepsi tentang tipe konsumen yang akan
mendapatkan perlindungan. Menurutnya, secara garis besar dapat dibedakan
~* dua tipe konsumen, yaitu :

a. Konsumen yang terinformasi (well-informed)

b. Konsumen yang tidak terinformasi.

Ciri-ciri konsumen yang terinformasi sebagai tipe pertama adalah :

a. Memiliki tingkat pendidikan tertentu;

b. Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat

berperan dalam ekonomi pasar,

c. Lancar berkomunikasi.

Dengan memiliki tiga potensi, konsumen jenis ini mampu bertanggung
jawab dan relative tidak memerlukan perlindungan.

Ciri-ciri konsumen yang tidak terinformasi sebagai tipe kedua memiliki

ciriciri, antara lain :
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a. Kurang berpendidikan;

b. Termasuk kategori kelas menengah ke bawah;

c. Tidak lancar berkomunikasi.

Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya menjadi tanggung
jawab Negara untuk memberikan perlindungan. Selain ciri-ciri konsumen yang
tidak terinformasikan, karena hal-hal khusus dapat juga dimasukkan kelompok
anak-anak, orang tua, dan orang asing (yang tidak dapat berkomunikasi dengan
bahasa setempat) sebagai jenis konsumen yang wajib dilindungi oleh Negara.
Informasi ini harus diberikan secara sama bagi semua konsumen (tidak
diskriminatif). Dalam perdagangan yang sangat mengandalkan informasi, akses

kepada informasi yang tertutup, misalnya dalam praktik insider trading di bursa

efek, dianggap sebagai bentuk kejahatan yang serius. Penggunaan teknologi *

tinggi dalam mekanisme produksi barang dan/atau jasa akan menyebabkan
makin banyaknya informasi yang harus dikuasai oleh masyarakat konsumen.
Di sisi lain mustahil mengharapkan sebagian besar konsumen memiliki
kemampuan dan kesempatan akses informasi secara sama besarnya. Apa yang
dikenal dengan Consumer Ignorance, yaitu ketidakmampuan konsumen
menerima informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang
dipasarkan dapat saja dimanfaatkan secara tidak sewajarnya oleh pelaku usaha.
Itulah sebabnya, hukum perlindungan konsumen memberikan hak konsumen
atas informasi yang benar, yang didalamnya tercakup juga hak atas informasi

yang proporsional dan diberikan secara tidak diskriminatif,
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Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan
pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya
informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.*”

Banyak masalah mengenai pangan terjadi di Indonesia. Hingga kini
masih banyak kita temui pangan yang beredar di masyarakat yang tidak
mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label, sehingga meresahkan
masyarakat. Perdagangan pangan yang kedaluarsa, pemakaian bahan pewarna
yang tidak diperuntukkan bagi makanan, makanan berformalin, makanan
mengandung bahan pengawet, atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya
sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan
keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan
melalui pehipuan pada label pangan. Adalah UU No 7 Tahun 1996 tentang
Pangan yang menyatakan bahwa setiap label harus memuat keterangan
mengenai pangan dengan benar.

Produk pangan hendaknya tidak dinyatakan, didiskripsikan atau
dipresentasikan secara salah, menyesatkan (misleading atau deceptive), atau
menjurus pada munculnya impresi yang salah terhadap karakter produk pangan
tersebut. Bahkan, diskripsi atau presentasi baik melalui kata-kata, gambar, atau
cara lain hendaknya tidak secara sugestif, baik langsung atau tidak langsung,
membuat konsumen mempunyai impresi dan asosiasi terhadap produk lain.

Pengertian benar dan tidak menyesatkan berarti bahwa istilah yang

digunakan pada label hendaknya diartikan sama, baik oleh pemerintah

(untuk keperluan kalangan produsen (untuk keperluan persaingan yang
sehat) maupun oleh konsumen (untuk keperluan menentukan pilihannya).

9 yusuf Shofie II, Op.cit, him. 15.
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Kebenaran suatu informasi pada label hendaknya dikaji dan dievaluasi
dengan menggunakan prinsip ilmiah, yaitu berdasarkan pada fakta dan
data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.*"

Hal ini penting khususnya dalam hubungannya dengan perdagangan
internasional. Namun, perlu disadari bahwa fakta dan data ini bisa saja berubah
terhadap waktu. Bahkan bisa saja hal itu berbeda antar negara sehingga
muncullah keperluan untuk melakukan transparansi informasi dan harmonisasi.
Salah satu manfaat pencantuman informasi yang benar pada label dan iklan
adalah untuk memberikan pendidikan kepada konsumen tentang hal yang
berkaitan dengan pangan. Informasi penting yang umum disampaikan melalui
label dan iklan tersebut antara lain berupa bagaimana cara menyimpan pangan,
cara pengolahan yang tepat, kandungan gizi pada pangan tertentu, fungsi zat
gizi tersebut terhadap kesehatan, dan sebagainya.

Ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan
salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan
konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen
mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran
mengenai suatu produk tertentu., Penyampaian informasi terhadap konsumen
tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.
Diperlukan representasi yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu
penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya
misrepresentasi terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh

konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentation banyak

*) Dedi Barnadi — YLBK (Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen) Konsumen Cerdas
Majalengka, 2009, “ Makanan Jajanan (Street Food) Anak Sekolah “, Diakses 3 Maret 2015,
Available from : URL : http://www.konsumencerdas.co.cc pengawasan),


http://www.konsumencerdas.co.cc

51

sekali disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk
tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat
informasi yang benar karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan
produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutupi.81
Informasi yang diperoleh konsumen melalui brosur tersebut dapat menjadi alat
bukti yang dipertimbangkan oleh hakim dalam gugatan konsumen terhadap
produsen. Bahkan tindakan produsen yang berupa penyampaian informasi
melalui. brosur-brosur secara tidak benar yang merugikan konsumen tersebut,
dikategorikan sebagai wanprestasi. Karena brosur dikategorikan sebagai
penawaran dan janji-janji yang bersifat perjanjian, sehingga isi brosur tersebut
dianggap diperjanjikan dalam ikatan jual beli meskipun tidak dinyatakan secara
tegas. Pertimbangan hakim yang menggolongkan perbuatan produsen sebagai
wanprestasi diatas, dapat diartikan bahwa brosur yang dikeluarkan oleh
produsen merupakan bagian dari perjanjian, sehingga sebagai konsekuensinya,
yang dapat menuntut ganti kerugian hanya pihak yang terikat perjanjian dengan
pelaku usaha.

Pembebanan tanggung gugat/tanggung jawab terhadap produsen yang
merepresentasikan suatu produk secara tidak benar, baik dengan alasan
wanprestasi maupun dengan alasan perbuatan melanggar hukum, merupakan
suatu sarana yang dapat memberikan perlindungan kepada konsumen, karena
dengan adanya pertanggungjawaban/pertanggunggugatan tersebut dapat
menmbuat produsen lebih berhati-hati dalam merepresentasikan suatu produk

tertentu, sehingga konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar terhadap
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suatu produk. Representasi ini lebih menuntut kehati-hatian bagi orang yang
mempunyai keahlian Khusus, karena apabila orang yang mempunyai keahlian
khusus melakukan representasi kepada orang lain — berupa nasihat, informasi
atau opini- dengan maksud agar orang lain mengadakan kontrak dengannya,
maka dia berkewajiban untuk berhati-hati secara layak bahwa representasi itu
adalah benar, serta nasihat, informasi atau opini itu dapat dipercaya. Jika ia
tidak berhati-hati atau secara sembrono memberikan nasihat, informasi atau
opini yang keliru maka ia akan bertanggung gugat dalam memberikan ganti
kerugian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab IV
mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Salah satu larangan yang
berkaitan dengan representasi tersebut terlihat dalam ketentuan pasal 8 ayat (1)
f dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan. Disamping larangan
diatas, masih banyak larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan
barangnya kepada konsumen, namun secara garis besar, kesemuanya adalah
mengenai kualitas/kondisi, harga, kegunaan, jaminan atas barang tersebut, serta
pemberian hadiah kepada pembeli. Berdasarkan berbagai ketentuan yang
berkaitan dengan representasi produk dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, maka tidak dipenuhinya ketentuan tersebut oleh produsen yang
menyebabkan kerugian konsumen, dapat dituntut berdasarkan perbuatan
melanggar hukum, yang berarti bahwa untuk menggugat pelaku usaha,

konsumen tidak harus terikat perjanjian dengan pelaku usaha yang digugat.
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Dengan demikian ketentuan dalam UUPK dapat memberikan perlindungan
hukum kepada pihak ketiga yang tidak terikat

Hal tersebut merupakan langkah maju dibanding dengan

menggolongkan misrepresentasi sebagai wanprestasi. Peringatan ini sama
pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk yang merupakan
informasi bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki fungsi yang
berbeda yaitu instruksi terutama telah diperhitungkan untuk menjamin
efisiensi penggunaan produk, sedangkan peringatan dirancang untuk
menjamin keamanan penggunaan produk. Peringatan yang merupakan
bagian dari pemberian informasi kepada konsumen ini merupakan
pelengkap dari proses produksi. Peringatan yang diberikan kepada
konsumen ini memegang peranan penting dalam kaitan dengan
keamanan suatu produk.>”

Dengan demikian pabrikan (produsen pembuat wajib menyampaikan
peringatan kepada konsumen). Hal ini berarti bahwa tugas produsen pembuat
tersebut tidak berakhir hanya dengan menempatkan menempatkan suatu
produk dalam sirkulasi. Produk yang®dibawa ke pasar tanpa petunjuk cara
pemakaian dan peringatan atau petunjuk dan peringatan yang sangat
kurang/tidak memadai menyebabkan suatu produk dikategorikan sebagai
produk yang cacat instruksi. Hal ini berlaku bagi peringatan sederhana,
misalnya “ simpan di luar jangkauan anak-anak “ dan berlaku pula terhadap
peringatan mengenai efek samping setelah pemakaian suatu produk tertentu.
Peringatan demikian maupun petunjuk-petunjuk pemakaian harus disesuaikan
dengan sifat produk dan kelompok pemakai. Dalam kaitan dengan
penyampaian informasi tentang penggunaan produk kepada konsumen, maka
peringatan untuk obat-obatan selayaknya lebih lengkap dibanding dengan

informasi untuk produk lainnya. Begitu pula jika kelompok pemakai adalah

) Endang Sri Wahyuni, 2003, Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya Dengan
Perlindungan Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73.
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anak-anak, maka harus dicantumkan peringatan yang lebih jelas dan tegas.
Kelalaian menyampaikan peringatan terhadap konsumen dalam hal produk
yang bersangkutan memungkinkan timbulnya bahaya tertentu akan
menimbulkan tanggung gugat bagi produsen, karena walaupun secara fisik
produk tersebut tidak cacat, namun secara hukum produk tersebut
dikategorikan sebagai produk cacat instruksi, karena dapat membahayakan
konsumennya. Pembebanan tanggung gugat yang demikian hanya akan
dibebankan kepada produsen manakala produsen tersebut mempunyai
pengetahuan atau dapat mempunyai pengetahuan tentang adanya
kecenderungan bahaya produk.

Permasalahan yang sering timbul adalah bahwa produsen telah
menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun
konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya, atau
dapat pula terjadi bahwa peringatan itu telah disampaikan tapi tidak jelas atau
tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya. Dalam kasus ER
Squibb & Sons Inc V Cox, pengadilan berpendapat bahwa konsumen tidak
dapat menuntut jika peringatannya sudah diberikan secara jelas dan tegas.
Namun jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk
mengkomunikasikan peringatan itu, yang menyebabkan konsumen tidak
membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti kerugian pada
konsumen yang telah dirugikan. Selain peringatan, instruksi yang ditujukan
untuk menjamin efisiensi penggunaan produk juga penting untuk mencegah

timbulnya kerugian bagi konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen
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yang berupa instruksi atau petunjuk prosedur pemakaian suatu produk
merupakan kewajiban bagi produsen agar produknya tidak dianggap cacat
(karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai).

Sebaliknya, konsumen berkewajiban untuk membaca, atau mengikuti
petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau
jasa, demi keamanan dan keselamatan. Walaupun terdapat kewajiban bagi
konsumen untuk mengikuti instruksi penggunaan suatu produk, namun
instruksi tersebut tidak selamanya dipatuhi oleh konsumen, misalnya
penggunaan suatu produk (obat-obatan) oleh dokter atau berdasarkan etiket
produk tersebut telah diberikan instruksi bahwa pemakaiannya hanya dalam
dosis tertentu, misalnya satu tablet per hari, namun konsumen sendiri yang
tidak mematuhi instruksi tersebut. Kesalahan korsumen dalam penggunaan
produk, juga banyak terjadi pada penggunaan obat bebas (obat tanpa resep).

Walaupun obat bebas tersebut adalah obat yang dinyatakan oleh para
ahli aman dan manjur apabila digunakan sesuai petunjuk yang tertera pada
label beserta peringatannya, namun permasalahannya adalah mengobati diri
sendiri dengan menggunakan obat bebas sesungguhnya bukanlah aktivitas yang
mudah, sederhana dan selalu menguntungkan, karena tanpa dibekali dengan
pengetahuan yang memadai, tindakan tersebuut dapat menyebabkan terjadinya
ketidaktepatan penggunaan obat, yang bukannya menyembuhkan tetapi justru
memperparah penyakit, memperburuk kondisi tubuh atau menutupi gejala yang
sesungguhnya menjadi cirri utama penyakit yang lebih serius dan berbahaya.

Instruksi yang disampaikan kepada konsumen suatu produk memang paling
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banyak berkaitan dengan produk obat-obatan, karena produk obat-obatanlah
yang akan lebih banyak menimbulkan kerugian manakala konsumen
melakukan kesalahan (ketidaksesuaian instruksi) dalam mengonsumsinya. Ini
bukan berarti bahwa produk lain tidak membutuhkan instruksi tentang cara
pemakaiannya, karena terhadap banyak produk lain, instruksi tersebut juga
dibutuhkan oleh konsumen, karena setiap produk yang memiliki kemungkinan
menimbulkan kerugian manakala terjadi penggunaan secara keliru seharusnya
memiliki instruksi tentang cara pemakaiannya.

Hak untuk mendapatkan informasi adalah salah satu hak konsumen
yang paling mendasar. Melalui informasi yang benar dan lengkap inilah
konsumen kemudian menentukan/memilih produk untuk memenuhi
kebutuhannya. Karena itu, memberi informasi yang salah, menyesatkan

dan tidak jujur melalui label, adalah melanggar hak konsumen.
Melanggar hak orang lain berarti pula melakukan perbuatan melanggar

T

Oleh sebab itu, memberi informasi yang benar mengenai produk berarti
membantu konsumen menentukan pilihannya secara benar dan bertanggung
jawab dalam memenuhi kebutuhannya. Ini berarti pula memberi kesempatan
kepada konsumen mempergunakan haknya yang lain, yaitu hak untuk memilih.
Hendaknya produsen tidak mengharapkan konsumen memilih produknya
karena konsumen khilaf atau sesat, tetapi benar-benar sebagai cerminan
keinginan dan kebutuhannya. Dengan demikian, ada pegangan bagi produsen
bahwa produknya benar-benar diminati dan dibutuhkan masyarakat, dan atas
dasar inilah produsen menyusun kebijakan/strategi pengembangan melalui

usahanya.

28 Ibid., him. 85.
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Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai
informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai
mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini
dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen,
melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan label dalam kemasan
produk (barang). Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka
setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen, wajib
disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Sebagai contoh, iklan
yang secara ideal diartikan sebagai sarana pemberi informasi kepada
konsumen, seharusnya terbebas dari manipulasi data. Jika iklan memuat
informasi yang tidak benar, maka perbuatan itu memenuhi kriteria kejahatan
yang lazim disebut fraudulent misrepresentation.

Bentuk kejahatan ini ditandai oleh :

c. pemakaian pernyataan yang jelas-jelas salah (false statement), seperti
menyebutkan diri terbaik tanpa indicator yang jelas, dan

d. pernyataan yang menyesatkan (mislead), misalnya menyebutkan adanya
khasiat tertentu padahal tidak.

Ciri-ciri konsumen yang tidak terinformasi sebagai tipe kedua memiliki
ciriciri, antara lain :

d. Kurang berpendidikan;

e. Termasuk kategori kelas menengah ke bawah;

f. Tidak lancar berkomunikasi.
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Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya menjadi tanggung jawab
Negara untuk memberikan perlindungan. Selain ciri-ciri konsumen yang tidak
terinformasikan, karena hal-hal khusus dapat juga dimasukkan kelompok anak-
anak, orang tua, dan orang asing (yang tidak dapat berkomunikasi dengan
bahasa setempat) sebagai jenis konsumen yang wajib dilindungi oleh Negara.
Informasi ini harus diberikan secara sama bagi semua konsumen (tidak
diskriminatif). Dalam perdagangan yang sangat mengandalkan informasi, akses
kepada informasi yang tertutup, misalnya dalam praktik insider trading di bursa
efek, dianggap sebagai bentuk kejahatan yang serius. Penggunaan teknologi
tinggi dalam mekanisme produksi barang dan/atau jasa akan menyebabkan
makin banyaknya informasi yang harus dikuasai oleh masyarakat konsumen.
Di sisi lain mustahil mengharapkan sebagian besar konsumen memiliki
kemampuan dan kesempatan akses informasi secara sama besarnya. Apa yang
dikenal dengan Consumer Ignorance, yaitu ketidakmampuan konsumen
menerima informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang
dipasarkan dapat saja dimanfaatkan secara tidak sewajarnya oleh pelaku usaha.
Itulah sebabnya, hukum perlindungan konsumen memberikan hak konsumen
atas informasi yang benar, yang didalamnya tercakup juga hak atas informasi
yang proporsional dan diberikan secara tidak diskriminatif.

Kriteria pelanggaran label pangan menurut Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , yaitu :
1. pemakaian pernyataan yang jelas-jelas salah (false statement), seperti

menyebutkan diri terbaik tanpa indicator yang jelas, dan
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2. pernyataan yang menyesatkan (mislead), misalnya menyebutkan adanya

khasiat tertentu padahal tidak.

B. Tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam pelanggaran label pangan
menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk
ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang
bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu,
kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan
menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Etika’
bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pelaku usaha. Prinsip
business is business , tidak dapat diterapkan, tetapi harus dengan pemahaman
atas prinsip bisnis untuk pembangunan. Jadi, sejauh mungkin, pelaku usaha
harus bekerja keras untuk menjadikan usahanya memberi kontribusi pada
peningkatan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam
melakukan kegiatannya (pasal 7 angka 1) berarti bahwa pelaku usaha ikut
bertanggungjawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi
menunjang pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab publik
yang diemban oleh seorang pelaku usaha. Banyak ketentuan di dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen ini yang bermaksud mengarahkan pelaku
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usaha untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan
pembangunan ekonomi nasional, khususnnya di bidang usaha. Atas setiap
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha maka kepadanya dikenakan
sanksi sebagai akibat hukum dari pelanggaran tersebut. Pemberian sanksi
sebagai akibat hukum pelanggaran ini penting, mengingat bahwa menciptakan
iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Untuk ini
sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan
semula manakala telah terjadi pelanggaran (rehabilitasi) sekaligus sebagai alat
preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang
sama.

Terkait dengan pelanggaran pada label produk pangan yang dilakukan
pelaku usaha, terdapat sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, UU Pangan maupun PP No. 69 Tahun 1999. Sanksi
ini dapat berupa sanksi perdata, pidana maupun administratif. Bagi pelaku
usaha, selain dibebani kewajiban sebagaimana telah diuraikan dalam bab
sebelumnya ternyata juga dikenakan larangan-larangan sebagaimana diatur
dalam Pasal 8 sampai dengan 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha yang
sifatnya umum dan secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :
a. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan

standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh

konsumen.
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b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, tidak akurat,
dan yang menyesatkan konsumen. Masuk dalam kualifikasi larangan kedua
ini adalah pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam pelabelan.

Di samping adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh
pelaku usaha, ada tanggung jawab produk (Product Liability) yang harus
dipikul oleh pelaku usaha sebagai bagian dari kewajiban yang mengikat
kegiatannya dalam berusaha. Sehingga diharapkan adanya kewajiban dari
pelaku usaha untuk selalu bersikap hatihati dalam memproduksi barang/jasa
yang dihasilkannya. Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen
dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
diatur khusus dalam BAB V1, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menentukan sebagai berikut :

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian
uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara
nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari

setelah tanggal transaksi.
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(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut
merupakan kesalahan konsumen.

Tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam pelanggaran label pangan
menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
yaitu memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan dan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang
dan/atau jasa yang Sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan
dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.



BAB 1V

PENUTUP

Bertitik tolak uraian pada bab-bab tersebut penulis dapat menarik

kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1.

Kriteria pelanggaran label pangan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

a. pemakaian pernyataan yang jelas-jelas salah (false statement), seperti
menyebutkan diri terbaik tanpa indicator yang jelas, dan

b. pernyataan yang menyesatkan (mislead), misalnya menyebutkan adanya
khasiat tertentu padahal tidak.

Tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam pelanggaran label pangan

menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, yaitu memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,

dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa

yang dihasilkan atau diperdagangkan dan dapat berupa pengembalian uang

atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,

atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I

63



64

B. Saran

1.

Konsumen kiranya cukup hati-hati dan memperhatikan label pangan

sebelum membelinya, sehingga bila tidak ada informasi yang jelas dapat

mengurungkan niatnya untuk membeli pangan tersebut.

Pihak produsen kiranya sangat memperhatikan label pangan yang ada

dalam produknya, sehingga konsumen tidak dirugikan.
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UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN.
Demikianlah atas perkenan Ibu diucapkan terima kasih.
Wassalam
\Jeprer &
Palembang, |§ éﬁzom

Pemohon,

Maredon Danu Saputra
Rekomendasi P.A. Ybs : : :
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Pembimbi emik,

2

Hj. Siti Mardiyati, SH., MH.




JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA
DALAM PELANGGARAN LABEL PANGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERMASALAHAN :

1. Apakah kriteria pelanggaran label pangan menurut Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

2. Bagaimanakah tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam pelanggaran label
pangan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen ?

BAB 1 : PENDAHULUAN

Latar Belakang
Permasalahan

Ruang Lingkup dan Tujuan
Metode Penelitian
Sistematika Penulisan

Mo Ow

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konsemen dan Pelaku Usaha

B. Hak dan Kewajiban Konsemen dan Pelaku Usaha
C. Perlindungan Konsemen

D. Pengertian Label Pangan

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kiriteria pelanggaran label pangan menurut Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

B. Tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam pelanggaran
label pangan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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